BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

DINA 255 iDIKAR

KABUPATER BANYUWARG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

MENIMRANG : hahwa dalam rangka p.aizksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 19599 tentang Pemerintahan
Daerah agar penyelenggaraan pelayanan pendidikan dapat
terwujud secara optiniai seria menindaklanjuti  Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah  Nomoi 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sinil dalam labatan Struktural,
maka dipandang peiiu menata Lembaga Dinas Pendidikan yang
ada dan menetapkan kembali Susunan Organicasi Dinas Pendidikan
heserta Unit Pelaksananya dengan menuangkan dalam suatu
Paraturan Daerah.

MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomear 12 Tahun 1050 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten daiam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur ;

Undang-underg oior 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasionz! ;

Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pugat dan Daerzh ;

5. peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom ;
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MENETAPKAN:

M

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerai ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tzhun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Megeri Sinil dalam Jabatan
Struktural ;

8 Kenytusan Presiden Renublil Indanesia Nomer 44 Tahun 1999

tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan Parzctujuan

DEWAN PERWAKILAN DAVVAT DAEDAY
KABUPATEN BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

.PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasai 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
a. Kabupaten, sdaish Kabupaten Banyuwangi ;
b. Pemerintah Kabupaten, adaiah Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi;
c. Bupati, adaiah Bupati Banvuwanai ;
d. Sekretaris Daerah, adalsh Se.\retano Daerah Kabupaten
Banyuwanagi;

e. Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyuwangi ;

g. Kepala Cabang Dinas, adalah Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah pegawai-pegawai
yang memangku jabatan fungsional di bidang pendidikan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banvuwangi;

-
.
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(2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
pengertian :

a.

Urusan Pendidikan, adalah segala urusan pendidikan yang
meliputi jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar
dan pendidikan menengah di Kabupaten Banyuwangi ;

. Pra Sekolah, adalah satuan pendidikan Taman Kanak-

kanak (TK) dan Kelompok Bermain sebelum memasuki
jenjang pendidikan dasar ;

Pendidikan Dasar, adalah pendidikan yang lamanya 9
(sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam)
tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama dan satuan pendidikan yang
sederajat ;

. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang

menjalankan program pendidikan 3 (tiga) tahun sesudah
pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah
Menengah Umum (SMU / MA) atau di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) ;

Penetapan Sekolah, adalah penetapan sekolah sebagai
suatu lembaga baik mengenai pendirian, penghapusan,
pemecahan, penggabungan, penggantian nama maupun
nomorisasi sekolah;

Sekolah, adalah satuan kelompok penyelenggara
pendidikan yang terdiri dari TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs,
SMU/MA dan SMK ;

. Bantuan penunjang pendidikan, adalah pemberian

bantuan dari pemerintah termasuk Pemerintah Daerah
dan sumbangan dari masyarakat kepada sekolah baik
Negeri maupun Swasta dalam bentuk dana, alat pelajaran,
periengkapan sekolah dan tenaga teknis ;

. Perlengkapan Sekolah, adalah perabot yang ada di

sekolah untuk memperlancar proses belajar mengajar di
sekolah-sekolah antara lain bangku, kursi, meja gury,
almari dan papan tulis dan sarana lainnya ;

Alat pelajaran, adalah peralatan yang dipergunakan
sebagai sarana proses pembelajaran di sekolah antara lain
penggaris, kapur, peta, bagan/gambar, buku pelajaran
dan sebagainya ;

Perlengkapan administrasi sekolah adalah kebutuhan
edaran untuk kegiatan administrasi sekolah, antara lain
filling kabinet, komputer, rapat siswa dan buku induk ;
Alat peraga, adalah semua alat yang dipergunakan
sebagai sarana penunjang dalam kegiatan belajar
mengajar di kelas yang sesuai dengan mata pelajaran
masing-masing antara lain Ilmu Pengetahuan Alam,
Perlengkapan Lalu Lintas ;

Perpustakaan Sekolah, adalah perpustakaan yang
menghimpun buku-buku di sekolah sesuai dengan
tingkatannya yang diadakan di lokasi sekolah yang
diprogramkan untuk murid dan guru sekolah yang
bersangkutan ;
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m. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang
diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar
mengajar dan  tidak  harus berjenjang  dan
berkesinambungan ; |

n. Pendidikan masyarakat, adalah kegiatan pendidikan di luar
sekolah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan
tertentu ;

0. Kejar Paket A dan B adalah suatu kegiatan membelajarkan
warga masyarakat yang isinya terdiri dari pendidikan
dasar dan pendidikan mata pencaharian yang dipelajari
secara bersama dan atau terpadu ;

p. Kursus, adalah pendidikan non formal yang memberikan
pengetahuan dan keterampilan  tertentu kepada
masyarakat atas dasar kebutuhan dan dilaksanakan dalam
waktu relatif singkat ;

g. Tenaga Teknis, adalah Kepala Sekolah, Guru, Pengawas
dan Tenaga Fungsional lainnya ;

r. Tenaga Non Teknis adalah tenaga yang menangani
bidang administrasi di Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan
serta di sekolah-sekolah.

BABIl
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam
bidang pendidikan.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

" Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang
pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Dinas mempunyai fungsi : '
Perencanaan program kebijakan teknis pendidikan ;
Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pendidikan ;
Pemberdayaan potensi bidang pendidikan ;

. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
tugas pokok ;

Pelaksanaan ketatausahaan dinas ;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Susunan Organisasi Dinas, tardiri darj -
. Kepala Dinas ;
h. Bagian Tatz Ucaha ;
. Sub Dinas Pendidikan Pra Sekoiah dar Pendidikan Dasar ;
. Sub Dinas Pandidikan Manengah ;
. Sub Dinas DIKLUSPORA ;
Sub Dinas Sarana dan Prasarana ;
. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendaiian ;
. Cabang Dinas ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
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{2) Bagian dan masing-masing Sub Dinae dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dipimpin oieh seorang Kepaia Bagian dan Kepaia
Sub Dinas yang dalam melakeanakan tugasnya beradz di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas.

Kepala Dinas
Pagal 5

epaia Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf
a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas memimpin, mengawasi,
membina dan melsksanakan koordinasi serta kerja sama dalam
penvelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan,

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasai &
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1}

huruf b Peraturan Daerah ini, mempunvai tugas melaksanakan
urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
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Daeal 7

Untuk menyelenggarakan tugas eshagaimana dimaksud dalam
pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi :

a.
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Penyiapan bahan daiam rangka penyusunan anggaran dan
nelaporan pertangqungiawaban keuangan ;

Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

Pengelolaan urusan daiam, surat-menyurat dan kearsipan ;
Pelaksanaan pengelolaan  adminictraci keuangan dan

perlengkapan;
Palaksanaan tugas-tugae lzin yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasai 8

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
2. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Kepegawaian ;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin cleh Seorang Kepala Sub
Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawan
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pagal ©

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

(1) huruf a Perawran Daerah ini, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan wurusan surat-menyural, pengetikan,
penggandaan dan tata kearsipan ;

b. Melaksanakan urusan dalam dan pemeliharaan kebersihan
serta keamanan kantor ;

¢. Mengelola administrasi verjalanan dinas dan tugas

keprotokolan ;

Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dinas;

e. Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta

melakukan distribusi barang perlengkapan ;

Melaksanakan tata usaha barang dan periengkapan ;

Menyiapkan bahan urtuk penghapusan barang seia

melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun

dikuasai dinas ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha.

o

o ™

Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasai &

avat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran
dinas;
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h. Melaksanakan pembayaran gaii pegawai dan keuangan
lainnya;

c. Melaporkan  keuangan dan  pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha ;

Sub Bagian Kepegawaian, sebagaimana dimaksud daiam
pasal 8 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan  kegiatan  pengelalzan  administrasi
kepegawaian;

b. Menyiapkan bzhan untuk menwusun pedoman dan

ketatalaksanaan ;
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upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
d. Melaksanakan tugas-tugac lain vang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha ;

Bagian Ketiga

Sub Dinas Pendidiikan Pra Sekoiah dan
Pandidilzan Dasar

Pass! 10

Sub Dinas Pendidikan Pra Sekelzh dan Pendidikan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf ¢
Peraturan Daerzh ini, mempunyai tugas mengembangkan
upaya perbaikan, periuasan, pendaiaman dan penyesuaian
pendidikan pada TK/RA, SD/MI dan SLTP/MTs melalui
peningkatan mutu baik penveienagaraan kegiatan pendidikan
maupun peralatan penunjangnya ;

Untuk menyeienggarakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam ayat (1) pasai ini, Sub Dinas Pendidikan Pra Sekolah

dan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penvusunan rencana sosialisasi tentang
petunjuk pelaksanaan kurikuium nasional SD/MI dan
SLTP/MTs ;

b. Pelaksanaan penyusunan konsep kurikulum muatan lokal
SD/MI dan SLTP/MTs ;

¢. Pelaksamaan penctapan petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis kurikulum muatan lokal SD/MI dan SLTP/MTs ;

d. Pelaksanaan penctapan sistem evaluasi pendidikan SDO/MI
dan SLTP/MTs ;

e. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan guru dan
sarana pendidikan lainnya berdasarkan analisis data
sesuat dengan ketentuan yang berlaku ;
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f. Pelaksanaan penetapan petuniuk nelaksanaan/petuniuk
teknis penerimaan siswa 5D/MI dan SLTP/MTs ;
. Pelaksanaan perencanaan, m"eta:m dan pendirian
maupun penutupan TR/RA, ::D/’MI dan SLTP/MTs ;
h. Pelaksanaan penyusunan vsul nenvemnurnaan kurikulum
pendidikan dasar ;

L1 ]

Pasai ii

Sub Dinas Pendidikan Pra Sekoiah dan Pendidikan Dasar
terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah ;

b. Seksi Sekolah Dasar (SD/MI) ;

c. Seksi SLTP/MTs ;

d. Seksi Kurikulum dan Parcekolzhan ;

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawsh dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Pra Sekolah dan
Pendidikan Dasar.

Paszal 12

Seksi Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dimaksud pada
pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas :

a. Melaksanakan pemberdayaan pengeioiaan TK/RA dan
Kelompok Bermain ;

b. Mengadakan pengawasan pelaksanaan pembelajaran
TK/RA ;

c. Melaksanakan pemberdayaan kepada tenaga pengelola

heserta guru TK/RA dan Kelompok Bermain ;

Mengevaluasi peiaksanaan TK/RA dan Kelompok Bermain;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Pra Sekoiah dan Pendidikan Dasar.

a

Seksi Sekolah Dasar (SD/MI) sebagaimana dimaksud pada
pasal 11 ayat {1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas :

a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kyrikulum dan
kegiatan muatan lokal pada lembaga SD/MI ;

b. Melaksanakan pemberdayaan pengelolaan Sekolah Dasar
termasuk Sekolah Dasar Terpencil, Sekolah Terbuka,
Sekolah Rintisan/Unggulan dan Sekolah yang terkena
musibah/bancana alam :

¢. Melaksanakan penataan, pendayagunaan dan
pengembangan quru dan tenaga kependidikan lainnya
pada Sekolah Dasar ;
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. Melaksanakan penilaian ctandarigaci haeil belajar siswa

SD/MI pada setiap akiii catuii wulain dain pada akhir tahiiis
pelajaran ;

. Melaksanakan pendataan dan menetapkan petunjuk

pelaksanaan siewa sarta manvusun rencana kegiatan pada
sekolah 'dasar ;

Melaksanakan tugas-tugas |a|n yang chbenkan oleh Kepala
Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTs)
sebagaimana dimakeud pada pasal 11 ayst (1) huref c
Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

a.

h.
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Memantau dan mengeva!'m i pe!a!«:anaan kurikulum dan
kegiatan muatan iokai pada iembaga SLTP/MTs ;
Melaksanakan pemberdayaan pengelolaan SLTP/MTe
termasuk Sekolah Terbuka, Sekoiah Rintisan/Ungguian
dan Sekolah yang terkena musibah/bencana alam ;

Melaksanakan penataan, pendayagunaan dan
pengembangan guru dan tenags kependidikan lainnya
pada SLTP/MTs ;

Melaksanakan penilzian standarisasi hasil
SLTP/MTs pada setiap akhir catur wuian da
tahun pelajaran ;

Melaksanakan pendataan dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan siswz sartz menyusun rencana kegiatan padza
sekolah dasar ;

Mengevaluasi pelzksznaan kegiatan pada SLTP/MTs ;
Melaksanakan tugas-tugas iain yanq diberikan oleh Kepaia
Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

belajar siswa
an pada akhir

Seksi Kurikulum dan Persekolahan sebagaimana dimaksud
pada pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini,
mempunyai fungsi :

-
e

b.

O

Mengusulkan izin pendirian dan penutupan lembaga
pendidikan TK/RA, SD/MI dan SLTP/MTs ;

Melaksanakan akreditasi sekolah-sekolah swasta SD/MI
maupun SLTP/MTs ;

Membantu penyusunain usulan penyempurnaan kurikulum
dan muatan lokal ;

Menyebariuaskan petunjux teknis pelaksanaan sisteim
evaluasi belaiar siswa SD/MI dan SLTP/MTs ;
Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain  untuk
merencanakan kebutyhan guru dan sarana belaiar
mengajar iainiya ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.
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Sub Dinas Pandidikan Menengah
Pasal 12

(1) Sub Dinas Pendidikan Menenaah sehagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini,
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum
dengan guru beserta ienaga kependidikan lainnya dan
pendayagunazan sarana dan prasarana yang ada ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasz!
ini, Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman dan
penyesuaian pendidikan melaiui peningkatan mutu baik
penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan
penunjangnya pada pendidikan menengah ;

b. Pelaksanaan  penyusunan usulan  penyempumaan

¢. Pelaksanaan penyusunan rencana sosialisasi tenteng
petunjuk pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan
lokal pendidikan menengsh ;

d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk peiaksanaan/petunjuk

~ teknis kurikulum dan muatan lcka! pendidikan menengah ;

e. Pelaksanaan penetapan sistem evaiuasi pendidikan
menengah ;

f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan guru dan
sarana pendidikan lzinnya berdasarkan analisis data
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

g. Belaksanaan penetapan petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis penerimaan siswa pada lembaga pendidikan
menengah ;

h. Pelaksanaan perencanaan, penetanan dan pendirian

~ maupun penutupan lembaga sekolah menengah ;

i. Pelaksanaan penyusunan usul penyempurnaan kurikulum
pendidikan menengah ;

i. Rembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelalaan pendidikan sekolah menengah ;

Pagal 14

(1) Sub Dinas Pendidikan Menengah membawahi :
a. Seksi Sekolah Menengah Umum (SMU/MAN) ;
b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
. Seksi Kurikulum dan Persekolahan Menengah Umum ;
d. Seksi Kurikulum dan Persekolahan dan Menengah
Kejuruan ;
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(1)

(@

pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab Kepada Sub Dinas Pendidikan Menengah.

Pasal 15

Seksi Sekolah Menengah Umum (SMU/MAN) sebagaimana
dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini
mempunyai tugas :

a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan
kegiatan muatan lokal pada lembaga SMU/MAN;

b, Membina Pengelolaan SMU/MAN ;

¢. Melaksanakan penataan, pendayagunaan dan
pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya
pada SMU/MAN ;

d. Melaksanakan peniiaian standarisasi hasil belajar siswa
SMU/MAN pada setiap akhir catur wulan dan pada akhir
tahun pelajaran ;

e. Melaksanakan pendataan dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan siswa serta menyusun rencana kegiatan pada
SMU/MAN ;

f. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan  kurikulum

Nasional dan muatan lokal pada lembaga SMU/MAN ;

g. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan
proses belajar mengajar dan manajemen SMU/MAN ;

h. Melaksanakan pengawasan dan pendayagunaan buku-
buku pelajaran dan sarana belajar lainya ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Pendidikan Menengah.

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud
pada pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini
mempunyai tugas :

a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan
kegiatan muatan lokal pada lembaga SMK ;

b. Membina pengelolaan SMK ;

¢. Melaksanakan penataan, pendayagunaan dan
pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya
pada SMK ;

d. Melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa
‘6MK pada setiap akhir catur wulan dan pada akhir tahun
pelajaran .

e. Melaksanakan pendataan dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan siswa serta menyusun rencana kegiatan pada
SMK;

f. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum
hasional dan muatan lokal pada lembaga SMK ;
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Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan
proses belajar mengajar dan manajemen SMK ;
Melaksanakan pengawasan dan pendayagunaan buku-
buku pelajaran dan sarana belajar lainnya ; ‘
Melaksanakan pemberian layanan teknis di bidang
pendidikan menengah kejuruan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Sub
Dinas Pendidikan Menengah ;

(3) Seksi Kurikulum dan Persekolahan Menengah Umum sebagai
mana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan
Daerah ini mempunyai tugas :

4

b.

Melaksanakan inovasi program pendidikan menengah
umum ;

Melaksanakan koordinasi dengan seksi SMU/MA untuk
merencanakan kebutuhan guru dan sarana belajar
mengajar lainnya ;

. Mengusulkan izin pendirian dan penutupan lembaga

pendidikan SMU/MA Negeri/Swasta ;

. Menyebarluaskan  petunjuk  pelaksanaan kurikulum

nasional dan muatan lokal SMU/MA ;

Melaksanakan akreditasi Sekolah Menengah Umum
Swasta ;

Menyebaruaskan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
evaluasi belajar siswa SMU/MA ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas Pendidikan Menengah.

Seksi Kurikulum dan Persekolahan Menengah Kejuruan
sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf d
Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

b.
c.

Memantau dan. mengevaluasi pelaksanaan kurikulum
nasional dan kegiatan muatan lokal pada lembaga SMK ;
Membina pengelolaan SMK ;

Melaksanakan penataan, pendayagunaan dan
pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya
pada SMK ;

. Melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa

SMK pada setiap akhir catur wulan dan pada akhir tahun
pelajaran ; :

Melaksanakan pendataan dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan siswa serta menyusun rencana kegiatan pada
S$MK;

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum
nasional dan muatan lokal pada lembaga SMK ;

. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan

proses belajar mengajar dan manajemen SMK ;
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h. Melaksanakan pengawasan dan pendayagunaan buku-
buku pelajaran dan sarana belajar lainnya ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Pendidikan Menengah ;

Bagian Kelima

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah,
Pemuda dan Olah Raga
(DIKLUSPORA)

Pasal 16

(1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e
Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menetapkan
pedoman penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah,
pemuda dan olah raga ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah
Raga mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penetapan pedoman penyelenggaraan
kursus-kursus ;

b. Pemrosesan pemberian izin penyelenggaraan kursus-
kursus ; _

c. Pelaksanaan penyusunan pedoman pemberdayaan
generasi muda ;

d. Pelaksanaan penetapan pedoman kegiatan Kesenian dan
Keolahragaan di sekolah dan di masyarakat ;

e. Pelaksanaan penetapan pedoman pemberdayaan
perpustakaan sekolah.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
terdiri dari : .
a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
b. Seksi Pembina Perpustakaan Sekolah ;
¢. Seksi Pembina Kesenian dan Olah Raga Sekolah ;
d. Seksi Pembina Generasi Muda ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Dikluspora ;




(2)

(3)
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2sal 18

Seksi i zndidikan Luar Sakelah sebagaimana dimaksud dalam

pasai 17 zyat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas :

a. Vielakianakan pendataan kegiatan penyelenggaraan
perdidikan luar sekolah -

b. Meisksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan
hus- sakolah ;

c. Menyalurkan banwan sarana kegiatn pendidikan luar
cetcizh;

d. Meizksanakan pemantauan, evaiuasi tentang pemanfaatan

ba* -0 sarana yang diterima dan menyusun laporan

peizksanaznnya ; ,

e. Mr oulon keordinael dengan instansi terkait dalam
rasi v p2aingkatan pendidikan fuar sekolah ;

£, Malzkianzan evaluasi penyelenggaraan pendidikan luzr
sekoian ;

g. Meliisanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Dikluspora ;

Seksi Peribina dan Perpustakaan Sekolah, sebagaimana
gimaksud dalem pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerzh
ini, mempunyai tugas ;

2. Meloksanakan  pendataan  kegiatan pelaksanaan
periustakaan sekoiah ;

b. Me':ksanakan pemberdayaan  dan peningkatan
peng2iolaan perpustakaan ;

€. Menyalurkan bantuan saranz perpustakaan ;

d. Mcizksanakan pemantauan, evaluasi tentang pemanfaatan
bartiian sarana yang diterima dan menyusun laporan
pelaksanaannya :

e. Meiakeanakan keordinasi dengan instansi terkait dalam
rancka pemberdayaan perpustakaan ;

f. Melnkeanakan pembinaan/pelatihan Pengelola
Pe: ;s stakaan sekolah dan perpustakaan dinas ;

g. Melaxsanakar tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Suz Zanas Dikluspora, ’

Seksi Pcintina  Kesenian dan  Olah Raga Sekolah,
sebagzimara dimaksud dalam pasai 17 ayat (1) huruf ¢
Peraturzn Daerah ini, mempunvai tugas :

a. Menghimpun, mengolah dan memelihars kesenian daerah
dar kreast baru serta kegiatan keolahragaan yang meliouti
olzh 'aga dan keschatan di sekolah ;

b. Melzksanakan pemberdayaan kesenian daerah serta
pemierdayaan keolahragaan serta usaha kesehatan
sekolah ;

€. Meryalurkan bantuan alat-aiat kesenian dan olah raga di
sekoiah ;




(4)

(1)

(2

d. Melgk.~. . ‘emantauan terhadan kegiatan kesenian
dan olalv aga seita mengevaluasi pemanfaatan bantuait
yang dip~ ~ b L Tl

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk
mengembangkan  kegiztan kesenian dan olah raga
sekola;

§ Melaksanalan nembherdayaan dan pelatihan instruktur
wasit, pembina olah raga dan pembina kesenian sekolah ;

g. Menyebaiiuaskan buku pedoman dan petunjuk kegiatan
keolahragaan sekoiah ;

h. Melaksanalan tugac-tuaac lain yang diberikan oleh Kepz!=

Sub Dinas Dikluspora. )

Seksi Pembina Generasi Muda, sebagaimana dimaksud dalam

pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas :

a. Menghimpun, mengolzh dan memelihara data kegiatan
kepemuda=n di sev.olah maupun di masyarakat ;

b. Menvelenggarakan pemantauan organisasi dan kegiatan
kepemudaan serta tata upacara di sekolah ;

c. Melakearskan penyaluran bantuan sarana untuk kegiatan

kepernu.izan, antara lain alat-alat keterampilan ;

Menjadi penghubung antara organisasi pemuda dengan

Pemerir 2k Kabupaten ;

Melaksanakan saleksi pertukaran pemuda dan pelajar ;

Memberikan rekomendasi pendirian dan penutupan

kegiatan kepemudaan ;

Memantzu dai: mengevaiuasi kegiatan pembinaan dan

pengembangan generasi i uda;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas Dikluspora.

a.

o

Q

b

Bagian Keenam
Sub Dinas Sarans dan Prazarana
Pzaal i8S

Sub Dinas Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini,
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan
Sarana dan Prasarana Pendidikan ;

ayat (1) pa:al ini, Sub Dinas Sarana dan Prasarana,

mempuny:! tuga

a. Penyusunan perencanaan Gan pelaksanaan pengadaai,
pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana
dan prasarana pendidikan ;

Untuk menvelencoarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

n




@

(1)

2
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h. Pelaksanaan pengusulan dan penyaluran bantuan
penunjang perdidikan yang berasal dari APBN dan APBD
maupun pos-pos 2nggaran lainnya yang sah ;

¢. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana
dan prasarana TK/RA SD/MI, SITP/MTs, SMU/MA dan
SMK ;

d. Penyelenggaraan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung
sekolah serta kelengkapan bangunan lainnya ;

e. Pengusulan penghapusan sarana dan prasarana sekolah
maupun kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

f. Melaksanakan tugac-tugac l2in yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pacal 20

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
a. Seksi Prasarana Pendidikan ;
b. Seksi Sarana Pendidikan ;

Masing-masing Seksi ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dipimpin oieh seorang Kepala Seksi yang daiam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana ;

Pasal 21

Seksi - Prasarana Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada
pasal 20 ayat {1} huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas :

2. Mendata kebutuhan tanah, gedung dan sarana
periengkapannya, lapangan untuk  kepentingan
pendidikan;

b. Menganalisa data untuk menetapkan skala prioritas
kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan
gedung baru dan sarana perlengkapannya bagi
kepentingan pendidikan dan kepemudaan sertz
keolahragaan ;

¢. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang
membidangi teknik dan konstruksi bangunan ;

d. Melaksanakan pemantauan tentang pemanfaatan gedung
sekolah dan bangunan lainnya ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

Seksi Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal

20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

a. Melakukan evaluasi data pendidikan untuk menyusun
pemberian bantuan ;

b. Melaksanakan penvaluran bantuan penuniang pendidikan
kepada Lembaga Pendidikan ;
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Melaksanakan pemantauan nemanfaatan  bantuan
penunjang pendidikan pada masing-imasing lembaga
pendidikan ;

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
bantuan lembaga pendidikan ;

e. Mengatur dan memantau bantuan/sumbangan dan
masyarakat atau Komite Sekolah ;

f. Melaksanakan pendataan kebutuhan alat pelajaran, aiat
peraga dan buku-huky  pelajaran  di sekolah dan
pendidikan iuar sekoiah ;

g. Menyusun rencanz pengadaan perlengkapan administras
sekolah kebutuhan aiat pelajaran dan buku-buku
pelajaran di szkolah pendidikan luar sekolah ;

h. Melaksanakan pengadaan dan penyaiuran perlengkapan

_administrasi seko!ah, alat pelajaran, alat peraga dan buku-
buku pelajaran di sekoiah dan pendidikan iuar sekolah ;

i. Melaksanakan pemantauan dan  evaluasi tentang
pemanfaatan periengkapan administrasi sekolah, aiat
pelajaran, alat peraga dan buku pelajaran di sekolah dan
pendidikan iuar sekoiah ;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepalz

Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

Baaian Ketuiuh
Sub Dinas Perencanaan dan Péngendalian
Pasal 22

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah
inii, mempunvai tugas menyelenggarakan kegiatan
perencanaan dan pengendalian program pendidikan ;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian
mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penelitian, pencatatan dan analisa untuk
menyusun setta merumuskan program dan kegiatan
dinas;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dain
kegiatan bidana pendidikan vang diselenggarakan oleh

dinas ;
¢. Pengendalian dalam bidang personalia, keuangan dan
materiil ; -

d. Pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan
bidang pendidikan ;

e. Pengelolaan data dan informasi serta mengevaluasi
pelaksanaan program dinas ;
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f. Penyusunan iaporan hasii evaiuasi pelaksanaan program
dinas ;

g. Penetapan kebijakan kendaii mutu {supetvisi, monitoring,
evaluasi dan pelzporan) penyelenggaraan  pendidikan
tingkat kabupaten ;

h_ Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala

Dinas.
Dagal 22

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian tardiri dari :

a. Seksi Penyusunan Rencana dan Prog-um Pendidikan ;

b, Seksi Penyucinan Rencana  dan Program  Saranz
Prasarana ;

Seksi Pangawas can Pengandalian,

!'\

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
melaksanakan tugasnya berada di bawsh dan bertanggung
jawab kepada ilepaia Sub Dinas Perencanaan dan
Pengendalian.

Pacal 24

Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a

Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas : ,

a. Menyusun, mengumpuikan dan pengolahan data
pendidikan sekclzh ;

b. Menganalisis data kependidikan dalam sekolah ;

Menyusun rumusan rencana dan program kegiatan

pendidikan pra sekoiah, dasar dan menengah ;

d. Menyajikan data pendidikan sekolah ..e'*agalmana bahan
informasi ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lsin yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Perencanaan dan Pengendahan

(e

Seksi Penyusunan Rencana dan Program Sarana dan

Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1)

huruf b Peraturan Daerah !m. mempunyai tugas :

a. Menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan dats
bidang sarana dan prasarana ;

b. Menganalisis data bidang sarana dan prasarana ;

¢. Menyusun rumusan rencana dan program kegiatan bidang
sarana dan prasarana ;

d. Menyajikan data bidang sarana dan prasarana ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

Seksi Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
pada pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Daerah ini,
mempunyai tugas :
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a. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin tenaga
pendidikan ;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK/RA,
SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA dan SMK ;

¢. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan
pendidikan, pemuda dan olah raga ;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan pemberian bantuan/sumbangan ;

e. Melaksanakan pengawasan dan pergendalian di bidang
personalie, keuangan dan materiil ;

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dinas ;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan
kebutuhan.

e

)

(3)

4)

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 25
Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumiah Pegawai Negeri
Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja ;

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kesembilan
Catang Dinas Pendidikan

Pasal 27

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional
dinas yang berada di Kecamatan ;

Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala
Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.Dinas.

Pasal 28

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagaian tugas dinas bidang pendidikan dalam wilayah
Kecamatan ;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan tata usaha ;

b. Pengolahan dan menganalisa data kepegawaian tenaga
teknis dan non teknis ;

¢c. Pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga teknis dan
non teknis ;

d. Pemantauan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan,
perbaikan, rehabilitasi gedung sekolah dan bangunan lain
yang dipergunakan untuk pendidikan, kepemudaan dan
olah raga serta perlengkapannya ;

Pasal 29

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :
Kepala Cabang Dinas ;

Urusan Tata Usaha ;

Sub Seksi Pendidikan Sekolah

Sub Seksi Sarana dan Prasarana ;

Sub Seksi Dikluspora.

can U

Urusan dan masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan
dan seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Cabang Dinas.
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(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai Jabatan Struktural
Eselon Va.

Pasal 30

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf

h Peraturan Daerah ini adalah :

1. Cabang Dinas Pendidikan di Pesanggaran dengan wilayah kerja
meliputi Kecariatan Pesanggaran ;

2. Cabang Dinas Pendidikan di Bangorejo (:ngan wilayah kerja
meliputi Kecama:an Bangorejo ;

3. Cabang Dinas Pendidikan di Purwoharjo dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Punvwoharjo ;

4. Cabang Dinas P-ndidikan di Tegaldlimo dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Tegaldlimo ;

5. Cabang Dinas Pendidikan di Muncar dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Muncar ;

6. Cabang Dinas Pendidikan di Cluring dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Cluring ;

7. Cabang Dinas Pendidikan di Srono dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Srono ;

8. Cabang Dinas Pendidikan di Gambiran dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Gambiran ;

9. Cabang Dinas Pendidikan di Genteng dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Genteng ; 4

10.Cabang Dinas Pendidikan di Glenmore dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Glenmore ;

11.Cabang Dinas Pendidikan di Kalibaru dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Kalibaru ;

12.Cabang Dinas Pendidikan di Singojuruh dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Singojuruh ;

13.Cabang Dinas Pendidikan di Rogojampi dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Rogojampi ;

14.Cabang Dinas Pendidikan di Kabat derian wilayah kerja
meliputi Kecamatan Kabat ; '

15.Cabang Dinas Pendidikan di Glagah dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Glagah ;

16. Cabang Dinas Pendidikan di Banyuwangi dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Banyuwangi ;

17.Cabang Dinas Pendidikan di Giri dengan wilayah kerja meliputi
Kecamatan Giri ;

18.Cabang Dinas Pendidikan di Wongsorejo dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Wongsorejo ;

19.Cabang Dinas Pendidikan di Songgon dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Songgon ;

20.Cabang Dinas Pendidikan di Kalipuro dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Kalipuro ;

21.Cabang Dinas Pendidikan di Sempu dengan wilayah kerja
meliputi Kecamatan Sempu ;
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Pasal 31

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha keuangan,
tata usaha materiil dan tata usaha kepegawaian Cabang Dinas
dan Sekolah di wilayahnya ;

. Mencatat semua naskah dinas masuk dan keluar serta

mengelola kartu-kartu kendali menurut ketentuan yang
berlaku;
Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis dan arsip
statis;

- Melaksanakan urusan rumah tangga Cabang Dinas Pendidikan;

Mengkoordinir dan menyusun rencana kegiatan dan rencana
anggaran Cabang Dinas Pendidikan;

Mengurus kesejahteraan tenaga teknis dan tenaga non teknis
di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan ;

Membantu urusan gaji pegawai, Kepala Sekolah, Guru dan
penjaga TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK dan tenaga
fungsional lainnya di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan ;

. Melaksanakan pengelo!aan tata usaha kepegawaian bagi Kepala

Sekolah, Guru, Penjaga dan Tenaga administrasi kependidikan ;
Menyusun dan memelihara data tenaga kepala sekolah, gury,
penjaga dan tenaga administrasi TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs,
SMU/MA dan SMK ;

Membantu  menyalurkan  dan memantau  terhadap
pendayagunaan bantuan dari pemerintah kepada sekolah dan
kantor ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Cabang Dinas Pendidikan.

Pasal 32

Sub Seksi Pendidikan Sekolah mempunyai tugas :

a.

Memberi layanan data dan informasi tentang TK/RA, SD/MI,
SLTP/MTs, SMU/MA, SMK Negeri/Swasta dalam binaan Cabang
Dinas Pendidikan yang bersangkutan ;

Mengusulkan tambahan bantuan guru dan tenaga kependidikan
lainnya bagi sekolah ;
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Mengusulkan akreditasi bagi TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs,
SMU/MA dan SMK Z.;.:ta dalam wilayahnya ;

. Menyusun rencana kebutuhan dan penataan guru termasuk

tenaga kependidikan lainnya di sekolah TK/RA, SD/MI,
SLTP/MTs, SMU/MA, SMK dalam wilayahnya ;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum pada
sekolah TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK di kecamatan;
Memberikan masukan dan saran sebagai bahan usulan
penyempurnaan kurikulum Nasional dan m.:atan lokal ;

- Mengusulkan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan

karier tenaga teknis pendidikan ;

. Membantu menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan penerimaan

siswa, wajib belajar, kurikulum, kalender pendidikan, evaluasi
belajar dan usaha kesehatan sekolah pada TK/RA, SD/MI,
SLTP/MTs, SMU/MA dan SMK ;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
ekstra kurikuler pada lembaga sekolah TK/RA, SD/MI,
SLTP/MTs, SMU/MA dan SMK ;

Membantu upaya pemberdayaan bagi pengelola lembaga
pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA dan SMK ;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Cabang Dinas Pendidikan.

Pasal 33

Sub Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

Melaksanakan pendataan bangunan gedung dan sarana
kelengkapan lainnya yang dimiliki lembaga sekolah TK/RA,
SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK dan Kantor dalam
wilayahnya ;

Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana lembaga
pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK dan Kantor
dalam wilayahnya ;

Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
lembaga pendididikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK
dan Kantor dalam wilayahnya ;

Mengusulkan rehabilitasi gedung dan sarana kelengkapannya
berdasarkan kelayakan kebutuhan pada masing-masing
lembaga sekolah TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK dan
Kantor dalam wilayahnya ;

. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penyaluran

bantuan dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat
sesuai dengan pengalokasiannya ;
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Menyalurkan bantuan penunjang pendidikan kepada lembaga
TK/RA, SD/M!, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK baik yang berupa alat
pelajaran dan peilerngkapan administrasi sekolah termasuk
kantor maupun bantuan dana untuk penyelenggaraan
operasional pendidikan ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Cabang Dinas Pendidikan.

Pasal 34

Sub Seksi Dikluspora mempunyai tugas :

Melaksanakan peindataan dan pengelolaan data serta evaluasi
kegiatan pendidikan luar sekolah Kepramukaan, UKS, Koperasi
Sekolah, Pemudz, Olahraga dan Kesenian ;

Menyusun konsep rencana kegiatan serta pembinaan dan
pengembangan pendidikan masyarakat dan PLS berdasarkan
data dan informasi di kecamatan ;

Menyebarluaskan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan dan pengembangan pendidikan masyarakat dan
PLS;

- Menyusun usul penyelenggaraan  kursus-kursus yang

diselenggarakan oleh pihak swasta sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ;

Memberikan layanan dan bimbingan teknis di bidang
pendidikan luar sekolah ;

Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral untuk
meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan |
luar sekolah dan masyarakat, pemuda dan olahraga ;

. Melaksanakan pemberdayaan pengelolaan perpustakaan

sekolah, perpustakaan desa dan panpos umum ;

. Merencanakan dan menyusun usulan untuk mendapatkan

kesempatan pelatihan bagi wanita usia produktif yang tidak
mempunyai mata pencaharian tetap ;

Mengelola kelompok-kelompok kegiatan belajar masyarakat
dalam bentuk kejar paket A, B, C :

Membantu menyalurkan bantuan modal dan sarana usaha
lainnya untuk meningkatkan taraf hidup melalui Kelompok
Belajar Usaha (KBU), Pemuda dan Masyarakat serta kegiatan
olahraga ;

Menginventarisasi organisasi pemuda di tingkat kecamatan

- beserta kegiatannya dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan

generasi muda ;
Melaksanakan pemberdayaan bidang keolahragaan di sekolah
dan masyarakat ;
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m. Melaksanakan lomba / festival, kejuaraan di bidang kesenian
dan olahraga di tingkat kecamatan ;

n. Melaksanakan tigas-tugzs lain yang diberikan oleh Kepala
Cabang Dinas Pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional Cabang Dinas Pendidikan untuk
jenis, jumlah dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang beraku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 36

Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 37

(1) Setlap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas, berkewajiban
memimpin  bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta cetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas, wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala
kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada
bawahan ;

(4) Setiap laporan yang disampaikan waijib ditembuskan kepada
pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja ;

(5) Setiap Pimpinan Unit Kerja mengawasi bawahannya dan
mengambil langkah-langkah yang diperiukan apabila
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.




Repala Dinas diangkat dan diberheniikan oiech Bupati dari
Pagawai Negeri Sinil vang memenuhi cvarat atas el
Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang beraku ;
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(2) Kepala Bagian Tata Uszha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepaia Cabang Dinas, Kepala Taia
Usaha dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas
usul Kepala Dinas melalui Sekrataris Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku ;

BAB Vil
KEUANGAN
Pasai 39
Sumber pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan dipersleh dari sumber-sumber lain yang
sah,

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Ini dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Keria Dinas, Cabang Dinas dan Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dicabut dai
dinyatakan tidak berlaku laaqi.




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangaal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kahunaten Banvuwangi.

Disahkan di : Banyuwangi.
Tanggal : 10 Maret 2003

BUPATI BANYUWANGI
ttd

Ir. H. SAMSUL HADI

Diundangkan di Banyuwangt
Pada tanagai 14 Mare: 2003

SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN BANYUWANGI
ttd

Drs. H. A. MASDUKI 5, MM
Pembina Utamaz Muda

NIP. 010 086 067

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2003 NOMOR 12/D

Sesuai dengan asiinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan
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Lampiran - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 12 Tahun 2003
Tanggal : 1g Maret 2003
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS)
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Ir. H. sSAMsUL HADI



Lampiran - Peraturan Daerah Kabupaten BanyUWangi
Nomor - 4o Tahun 2003
Tanggal - 10 Maret 2003

] BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
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NOMOR i TARuN 2083
TENTANG
SUSUNAN ORGANIsAs: DARN Tﬁ\Té KER3L
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATE BANYUWANG]

L PENIELAGAN LIMLIM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana
dimaksud daiam Unu‘ang-undang Nomor 22 Tahun 1599 pasal 11 ayat (2 tentang
Kewanangan yang  wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, maka
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